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BUPATI MELAWI,

bahwa guna meningkatikan muwu dan efisiensi
Pendidikan Dasar dipandang periu untuk mengatur
Pembukaan Kelembagaan Sekolah Dasar di Kabupaten
Melawi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a rersebut diatas perlu diatur
dengan Peraturan Bupati. i

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Megara Republik indonesia Nomor 4301);
Ungdang-Undang Nomeor 34 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten RMMelawi dan Kabupaten
Seleadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149,
Tambahan Lembaran Negara Fepublik Indonesia Nomor
4344};

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentultan Peraturan Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2011
Nomor 8Z, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan...



Menetapkan
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Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penvelenggaraan Pendidiken Tingg: dan Pengeloiasn
perguruan Tingel (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 35001

Deraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidiken {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4559}
sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintzh
Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasiona! Pendidiken [(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413};
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20035 Nomor 1635, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593};

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Melawi (Lémbaran Daerah
Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 47)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah
RKahupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan
Daerah Kabupaten Melawi Nomor 87);

MEMUTUSKAN -

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN MELAWI.

BAR |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat ini vang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Meiawi.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai Unsur Penvelenggara Pemerintahan
Daerah.
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Rupati adalah Bupati Melawi.

Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Meiawi.
Kepata Dinas =adalah Kepala Dinas Pendidikan
Rabupaten Melawi.

Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan
Administrasi pada Sekolah Dasar.

Kepala Sekolah adalah Pimpinan Sekolah yang
menduduki jabatan fungsional.

Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah
vang membidangi kurikulum, kesiswaan dan konscling
dalam jabatan fungsional.

Sekolah Dasar adalah Jenjang Pendidikan Dasar.

Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit yang
dibentuk oleh Dinas Pendidikan sebagai pelaksana
jalannya pendidikan Sekolah Dasar.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah
Anggaran Pendapatan dan Belanjia Daerah Kabupaten
Melawi.

Pendidikan adalan usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana Dhelajar dengan  proses
pembelajaran agar peseria didik secara akuf
mengembangkan potensi Ccirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, Kecerdasan akhlak mulia  serta
keterampilan yang diperiukan dirinya, masyarakat.
bangsa dan negara.

Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan
komponen pendidikan vang saling terkait secars
terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional.
Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang
berusaha mengembangkan poiensi diri melalui proses
pembelajaran vang tersediz pada jalur, jenjang dan
jenis pendidikan tertentu.

Tenaga Kependidikan adalsh anggota masyarakat
untuk menuniang penvelenggaraan Kependidikan.
Pendidik adalah  tenaga  kependidikan  yvang
herkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong
belajar, widyvaswara, tutor, instruktur, fasilitator dan
sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta
berpartisipasi dalam menyvelenggarakan pendidikan.
Kurikulum  adalah  seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran
seria  cara vang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan  kegiatan  pembelajaran  untuk
mencapal tujuan pendidikan tertentu.

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik
dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar.

Evaluasi Pendidikan adalalk kegiatan pengendalian,
penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap
berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur,
jenjang dan jenis pendidikan secbagai bentuk
pertanggungjawaban penvelerggaraan pendidikan.
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Akreditast adalah kegietan penilaian Keidyakan
pendidikan program dalam  satuan pendidikan
herdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Sumber Daya Pendidikan adalan segaia sesuatu yang
dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang
meliputi tenaga Kependidikan, masyarakat, dana,
sarana dan prasarana.

Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli
pendidikan.

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan orang tua / wali peserta didik,
komunitas sekolah serta tokoh masyarakat peduli
pendidikan.

Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan
dasar di jalur Pendidikan Seckolah.

Orang tua adalah Ayah atau Ibu atau wali siswa.
Menteri adalah Menteri vang bertanggung jawab dalam
bidang Pendidikan Nasional.

BAB il
TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Kelembagaan Sekolah Dasar bertujuan :

a. meningkatkan lulusan Sekolah Dasar guna
memenuhi Pembangunan dan Pengembangan
bidang Pendidikan di Daerah;

b. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa
sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan
hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial
budava, serta dapat melanjutkan pendidikan pada
jenjang vang lebih tinggi.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam

avat (1) Pasal ini penyelenggaraan Pendidikan Dasar

berpedoman pada tujuan Pendidikan Nasional.

BAB I
PENGELQOLAAN

Pasal 3

Pengelolaan Pembukaan Sekolah sebagai bagian dari
sistem Pendidikan Nasional adalah tanggung jawab
Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas. .

Pimpinan Sekolah Dasar terdiri atas Kepala Sekolah
dan seorang atau lebih Wakil Kepala Sekolah
berdasarkan kebutuhan.

Pimpinan Sekolah dibantu oleh Tenaga Kependidikan
lainnya dan tenaga administrasi yang berada dibawah
koordinasi Sub Bagian Tata Usaha.

{4l Snaninan



{4 Susunan Urgansasi, tugas dan wewenang Seckoian
Dasar ditetapkan Pemernntan Daerah Xabupaten
Melawi.

Doesl 4

Pengadazn, pendayagunasn dan  pengembangan tenaga
kependidikan, kurikalum, buku  paiajaran, peralatan
pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharaannya pada
Sekolagh Dasar menjadi tanggung jawad Pemerinian Daeran

Kabupaten Melawi.
Pasal 5

Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atas
penvelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah,
pembinaan tenaga Kependidikan lainnya dan
pendayagunaan sarana dan prasarana.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian Tata Usaha dengan jabatan struktural eselon IV b
pada Sekolah Dasar.

BaR IV
KURIKULUM

Pasal 7

i1} Isi kurikulum Pendidikan Dasar merupakan susunan
hahan kajlan dan pelajaran uniuk mencapai tujuan
Pendidikan Dasar dalam rangka upava mencapai
tujuan pendidikan.

2} Isi kurikulum Pendidikan Dasar wajib memuat bahan
kajian dan mata pelajaran fentang :
a. Pendidikan Pancasila;
b. Pendidikan Agama;
<. Pendidikan Kewarganegaraan.

(3] Kurikulum vang berlaku secara Nasional ditetapkan
oleh Menter.

4y Bekolah Dasar dapat meniabarkan dan menambzh
maia pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan
ciri khas sekolah vang bersangkutan dengan tidak
mengurangt kurikulum vang berlaku secara nasional.

i3] Sekolah Dasar dapat menizbarkan dan menambah
banhan kajian dari marz pelajaran sesuai dengzn
kebutuhan serempat.

BAB V.__.



Pasal 5
31 Umruk danpat diterima sehagal siswa Sekolah Dasar
srseorang narus  memiiia LEmampaan  VaLE

disvaratizan olch Sekelah Dasar yang bersangkutan;

i21  Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud daiam
avat {11 pasal ini diztur dengan Peraturan Kepala
oinas.
Pasal Y
1y Siswa mempunyai hak :

2. mendapai periakuan sesuai dengan bakat, hikmah
dan kemampuannya:
mempercieh pendidikan agama sesual dengan
agama yang dianuinya;

c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan
2tas dasar Pendidikan berkelanjutan, baik untuk
mengembangkan kemampuan diri maupun untuk
memperoleh  pengakuan  tingkat  pendidikan
tertentu yang telah dibukukan; -

d. mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau
bantuan lain sesual dengan persyaratan yang
berlaku; )

e. pindah ke Sekolah Dasar vang sejajar atau yang
tingkatnya lebih tinggi sesual dengan persyaratan
penerimaan siswa pada Sekolah Dasar yang
hendak dimasuki.

(2] Siswa mempunyai kewajiban :

a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan
pendidikan, kecuali bilamana siswa dibebaskan
dari kewajiban tersebur sesuai dengan peraruran
yang berlaku;

b. mematuhi peraturan yvang berlaku;

¢c. menghormati tenaga kependidikan;

d. ikut memelthara sarana dan prasarana serta
kebersihan, ketertiban dan keamanan Sekolah
Dasar yang bersangkuian.

{3] Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
avatl (1) dan {2) Pasal ini diatur oleh Kepala Dinas.

BAB V!
PENILAIAN

Pasgz{ 10

Penilaian Sekolah Dasar dilaksanakan secara bertahap,
berkesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh
ketenangan lentang kegiatan dan kemajuan belajar siswa,
pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga Pendidik lainnya,
dan Sekolah Dasar sebagai san: keseluruhan dalam rangka
pembinaan, pengembangan cdan  penentuan akreditasi
Sekolah Dasar yang bersangkuran,
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Pasgl i}

Penilaian  pelaksanaan  xunxulum  dilakukan guna
mengerahul kesesuaian antara kurikulum Sekolah
Dasar vang hersangkutan dengan dasar, fungsi dan
ba'k tujuan Pendidikan Nasionai dengan kemampuan
siswa serta perkembangan masvarakat.

Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan

dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan

kewenangan professional.

Hasil penilaian sebagaimana vang dimaksud ayat (2j

Pasal ini digunakan untuk :

=2, Pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga
kependidikan lainnva;

h. Penyempurnaan kurikulum dan pengelolaan
program pendidikan guru dan tenaga kependidikan
lainnya.

Peiaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1),

avat (2] dan avart (3] Pasal ini dilakukan oleh Kepala

Dinas.

BAB VII
PEMBIAYAAN

tHasal 1.

Dengan telah dilakukan Pembukaan Kelembagaan

Sekolah  Dasar sebagaimana dimaksud dalam

Lampiran Peraturan Bupat ini, terhadap segala biaya

penvelenggaraan, sarana dan prasarana Sekolah

menjadi beban Pemerintah Daerah dengan pembinaan

dan pengawasan pada Dinas melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi

dan pendapatan lain, baik dari Pemerintah Pusat

maupun sumber lain vang sah.

Pembinaan sebagaimana dimaksud avat (1) Pasal ini

meliputi :

a. gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga
administrasi;

b. biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan
Drasarana;

¢. biaya perluasan dan pengembangan.

BAB VIIi
PENGAWASAN

Pasal 13

Pemerintah  Daerah melalui Dinas Pendidikan
diiakukan pengawasan terhadap Sekolah dalam rangka
pembinaan, pengawasan, perlidungan, peningkatan
mutu dan pelavanan Sckolah vang bersangkutan.
Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan
pendidikan dan administrasi sekolah.



131 Féng&wasan sebagaimana dimpaksud avat {1) dan ayal
(£} Pasal ini diatur aengan Peraruran Kepaia Dinas.
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KETENTUAN PENUTUP
Pomp] 14
Pereturan inf mulai berlaku seizk tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan

pengundangan Peraturan in deéngan menempatkannva
dalam Berita Daerah Kabupaten Mealawi.

Ditetzapkan di Nanga Pinoh
pada fanggal 3 Tarcd 2015
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Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 3 Marcl 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,
i
VO TITUS MULYONO
i

| t
BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2015 NOMOR §
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CAMPIRAN I . PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR b TAHUN 2015

TANGOAL 3 Pad 2015
TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR
i3 KABUPATEN MELAW!

NAMA - NAMA PEMRBIIKAAN KELFMBAGAAN
SERQLAH DASAR
DI KABUPATEN MELAWT

NO | NAMA SEKOLAH KECAMATAN ALAMAT KETERANGAN
1 H
N 2 : 3 a -' s

@ SDN 29 BUNYAU ' MENUKUNG | Dusur Bunvau | Tahun Operasional 201

| 2 I SDN 22 MUARA TANJUNG | SOKAN i Desa Muara | Tahun Operasional 201
[ . Tanmjuog ' _

3 } SDN 27 BATU BUIL 1 BELIMBING | Barak SDK | 1 Tahun Operasional 201
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